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BAB IV

PENUTUP
Kesimpulan
Peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum
terhadap para pihak ialah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat 2
huruf (e) UUJN. Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat
umum juga memberlkanpenyuluhan hukum dan memberikan penjelasan
mengenai undang undang yang berlaku. Notarls memberikan penyuluhan
hukum menurut peraturan perundang-undangan sepanjang perbuatan itu
berkaitan dengan pembuatan akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang
diatur di dalam pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan dengan tegas bahwa
Notaris berwenang pula ‘'memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan akta. Nasehat yang harus diberikan oleh seorang
Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan
dalam batas-batas kemampuannya.
Akibat hukum-jika Netaris tidak mémberikan penyuluhan hukum kepada
para pihak yang menghadap ialah, sesuai dengan Pasal 85 UUJN, jika
notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi
berupa :
a) Teguran lisan

b) Teguran tertulis



c) Pemberhentian sementara
d) Pemberhentian dengan hormat; atau

e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1.

Kewajiban Notaris sebagai profesi hukum bukan hannya membuatkan akta
sebagaimana yang dikehendaki penghadap, tapi Notaris juga berkewajiban
memberikan edukaéi dén béngétahﬁan hukﬁm kepada seluruh masyarakat
yang membutuhkan.sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan oleh
Notaris ini maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum
masyarakat.

Sebaiknya dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh
Notaris haruslah disertal dengan aturan hukum yang berlaku sehingga
timbul kesadaran hukum bagi Notaris dan para pihak yang menghadap.
Betapa pentingnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada
para penghadap sebelum dibuatnya atau disahkannya akta yang
dikehendaki oleh para penghadap égar tidak terjadi pelanggaran hukum
yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan atas akta yang dibuat

baik para pihak, pihak ketiga, maupun Notaris sendiri.



